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BAB VI 

PENUTUP 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah 

diuraiakan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 

A. Kesimpulan 

 

1. Kepastian hukum penegakkan hukum atas kejahatan narkotika di indonesia 

Secara umum hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkotika disebabkan 

oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan 

dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai 

penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan 

penyalahgunaan narkotika. Selain itu, upaya penindakan dan penegakan hukum 

terhadap kejahatan narkotika di Indonesia, sanksi pidananya sangat ringan. 

Vonis-vonis semacam itu seolah justru menjadi daya tarik bagi para pemain lain 

untuk bergabung. Bisnis narkotika di Indonesia menjadi sangat menarik karena 

menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang relatif kecil. Jika 

pelaku tertangkap paling hanya dijatuhkan pidana penjara yang sangat 

ringan.Salah satu kelemahan UU Narkotika memang tidak diaturnya secara jelas 

tentang tindak pidana narkotika berdasarkan subjek-subjeknya. UU ini mengatur 

pasal secara overlapping yang dalam prakteknya telah  menyebabkan 

kebingungan dan bahkan dapat “dimanfaatkan” oleh penegak hukum dalam 

menetapkan pasal tertentu guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk Pasal 

111 dan 112 UU Narkotika keduanya terkait dengan penguasaan narkotika, yang 

secara hukum ditujukan kepada orang yang tanpa hak atau melawan hukum, 

https://www.kompasiana.com/tag/hukum
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menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

narkotika Golongan I. Pasal 113 dan Pasal 114 ditujukan kepada orang yang 

terlibat dalam upaya transaksi narkotika. Sedangkan untuk pasal 127 seharusnya 

digunakan untuk penyalahguna narkotika yang hukumannya berupa rehabilitasi. 

Ketentuan Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 UU Narkotika terdapat ancaman 

pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun untuk pelanggaran Pasal 116, 4 (empat) 

tahun untuk pelanggaran Pasal 121, dan 3 (tiga) tahun untuk pelanggaran Pasal 

126. Ancaman pidana minimum ini selain diluar konteks aturan umum KUHP 

yang tidak mengenal ancaman minimum, timbul persoalan karena terhadap 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, berdasarkan ketentuan 

UU Pengadilan Anak, hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari 

ancaman hukuman maksimum. 

2. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: 

ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama  

12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah).” ayat (1) “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau 

menydeiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Pasal ini multitafsir dan ketidakjelasan 
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rumusan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan 

berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan 

berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga 

menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Apabila melihat unsur- 

unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotita yaitu setiap orang, tanpa hak 

atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. 

Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari kata memiliki 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyia dan 

mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Berarti menguasai dalam 

unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada 

dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika 

tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan mengandung arti menyiapkan, 

mempersiapkan. Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika oleh para penegakam hukum dalam sistem peradilan atas 

kejahatan Narkotika di Indonesia dapat dibaca pada Putusan No. 

637/Pid.B/2015/PN.Mks dan Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2016/Pn.Ska. Pada 

kasus ini terdakwa didakwa sebagai pelaku atau pengedar narkotika, akan tetapi 

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa adalah pemakai 

narkotika. Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus Narkotika yang 

disebabkan oleh Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang 

multitafsir dan tidak konsistennya para penegak hukum dalam menerapkan pasal. 

Pada kasus di atas terdakwa sejatinya didakwa dengan pasal pengedar atau  

pelaku tindak pidana narkotika. Pada putusannya Majelis Hakim menjatuhkan 

hukuman terhadap terdakwa. Jika membaca dan menganalisis unsur-unsur dari 
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Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya penyalahguna 

Narkotika juga dapat dikenakan sanksi menggunakan Pasal 112 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009. Penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 UU 

Narkotika ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan 

hukum. Penyalahguna narkotika, untuk dapat menggunakan narkotika berarti 

narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan 

menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna narkotika menggunakan narkotika 

tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis 

tersebut, seharusnya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat 

diterapkan pada penyalahguna narkotika. Pada praktiknya penggunaan pasal 

tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat 

diterapkan untuk penyalahguna narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah 

yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para 

pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalahguna narkotika untuk 

menghindari sanksi pidana yang lebih berat. Terkait dengan kepastian hukum 

dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal tersebut harus 

memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda dan 

tidak mengakibatkan multitafsir. Pasal 112 UU Narkotika seperti yang telah 

dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut telah 

menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam redaksinya terutama pada Pasal 

112. Suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, dan tidak mempunyai arti ganda akan 

membawa pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Berkaca dari Putusan No. 

637/Pid.B/2015/PN.Mks dan Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2016/Pn.Sk tersebut 
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maka sangat diperlukan adanya suatu kebijakan formulasi yang baru terhadap 

pasal 112 UU Narkotika. 

3. Kebijakan formulasi bertujuan supaya para pelaku tindak pidana narkotika tidak 

bersembunyi lagi sebagai penyalahguna atau pecandu atau pemakain sehingga 

dapat di kenakan sanksi pidana yang semestinya. Berdasarkan penjelasan di atas 

terdapat beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap Pasal 112 UU 

Narkotika, yaitu: dengan merubah Pasal 112 UU Narkotika. Perubahan tersebut 

cukup menambahi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 112  dengan 

unsur “menjual, mengedarkan”. Dengan perubahan ini maka setiap pelaku tindak 

pidana narkotika tidak dapat bersembunyi sebagai penyalahguna narkotika. 

Perubahan ini perlu untuk mencegah setiap pelaku tindak pidana narkotika lolos 

dari jerat hukum. Dengan perubahan tersebut maka kepastian hukum dalam Pasal 

112 dan Pasal 127 UU Narkotika dapat terpenuhi. 

 
 

B. Saran-saran 

 

1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkotika yang baru, sehingga 

dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama 

dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya 

penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia. 

2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya 

Narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam 

pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai 

ketingkat RT/RW mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan menghimbau kepada 
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remaja, mahasiswa(i) dan masyarakat untuk berperan dalam mengupayakan 

pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika sehingga tidak adanya mucul penyalahguna baru, dan peyalahguna 

yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL (Institusi Pecandu 

Wajib Lapor) untuk mendapatkan penyembuhan. 


